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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya perbedaan 

akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah antara yang 

terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti, diukur dengan 

menggunkaan opini audit BPK RI dan skor EKPPD pemerintah kabupaten/kota 

yang terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu seperti Nuritomo & Rossieta 

(2014), Iqbal (2015), Adzani & Martani (2014) dan Asako et al., (2012) 

menyatakan bahwa politik dinasti berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dan 

kinerja pemerintah. Politik dinasti dinyatakan berpengaruh negatif dan menurut 

beberapa berita pada media massa politik dinasti sering dikaitkan dengan tindakan 

korupsi. 

Berikut merupakan kajian hasil pengujian yang diperoleh dari uji beda 

Mann whitney :  

a. Tidak ada perbedaan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah antara daerah 

yang terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti. Dalam 

penelitian ini, dilihat dari rata-rata opini audit, menunjukkan bahwa 

akuntabilitas keuangan pemerintahan kabupaten/kota yang terindikasi politik 

dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti sama-sama baik. Hal tersebut 
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ditunjukkan dari rata-rata pemerintahan kabupaten/kota memiliki opini wajar 

tanpa pengecualian (WTP). 

b. Tidak ada perbedaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan antara daerah 

yang terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti. 

Berdasarkan rata-rata skor EKPPD, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

kinerja penyelenggaraan pemerintah antara pemerintahan kabupaten/kota yang 

terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti sama-sama baik. 

Hal tersebut terlihat dari skor  EKPPD pada variabel kinerja penyelenggaraan 

pemerintah sebagian besar bersatus tinggi.  

Berdasarkan beberapa hasil  tersebut dapat dikatakan bahwa politik dinasti 

bukan merupakan faktor yang mengganggu jalannya pengelolaan keuangan 

yang akuntabel maupun penyebab penurunan kinerja pemerintah.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dibawah ini merupakan keterbatasan dalam penelitian ini. 

 Data yang digunakan bersifat tidak normal sehingga harus melakukan uji 

nonparametrik mann whitney test.  

 Jumlah data laporan keuangan yang tersedia masih sedikit dan laporan 

BPK-RI yang tersedia terbatas, sehingga dalam penelitian hanya 

memperoleh 40 Pemeritahan kabupaten/kota.  

 Metode pencarian data politik dinasti dilakukan secara manual yang 

kemungkinan dapat terjadi self selection bias. Dalam penelitian ini telah 

berupaya memperoleh kebenaran dan validitas data keuangan terkait dengan  

total aset, total pendapatan dan belanja.  
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5.3. Saran  

Berikut merupakan saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini:  

a. Penelitian mendatang perlu adanya pengembangan terkait dengan metode 

penentuan pemerintah yang terindikasi dinasti politik dengan menggunakan 

informasi dari pihak independen yang terpercaya, seperti survey 

Ombudsman, survey indeks kepuasan dan perilaku organisasi dalam 

pemerintahan tersebut. 

b. Penelitian mendatang diharapkan juga mengukur kinerja pemerintah dan 

adanya indikasi dinasti politik di tingkat provinsi karena porsi otonomi 

daerah di Indonesia lebih ditekankan pada pemerintahan daerah tingkat I 

yaitu provinsi. 
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LAMPIRAN



 

 

Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variance

Levene Statistic df1 df2 Sig.

Akuntabilitas Based on Mean ,436 1 238 ,510

Based on Median 1,078 1 238 ,300

Based on Median and with 

adjusted df

1,078 1 189,682 ,301

Based on trimmed mean ,277 1 238 ,599

Kinerja PP Based on Mean 2,402 1 238 ,123

Based on Median ,614 1 238 ,434

Based on Median and with 

adjusted df

,614 1 215,453 ,434

Based on trimmed mean 1,476 1 238 ,226


